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ABSTRAK 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, acara singkat merupakan pemeriksaan yang 
menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah. Di 
wilayah Madura, kabupaten Sumenep menjadi salah satu kabupaten yang pernah 
melaksanakan acara pemeriksaan singkat dalam penyelesaian perkara pidana dalam 
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Sinkronisasi struktural antar lembaga penegak 
hukum yaitu Kejaksaan dan Pengadilan diperlukan dalam penerapannya. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk koordinasi yang dilakukan oleh 
lembaga penegak hukum dan juga sinkronisasi dalam koordinasi antar lembaga 
penegak hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan 
pendekatan yang berbasis fakta dengan data yang diperoleh melalui wawancara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk koordinasi yang digunakan lembaga 
penegak hukum yaitu secara informal dengan adanya MoU antara Kejaksaan dan 
Pengadilan dalam menerapkan acara pemeriksaan singkat. Hal ini merupakan 
implementasi dari teori sinkronisasi struktural dan kultural yang dimana diperlukan 
koordinasi antara kejaksaan dan pengadilan serta perlu adanya persamaan 
pemahaman untuk mendapatkan kesepakatan dalam menerapkan acara 
pemeriksaan singkat. Namun berdasarkan fakta yang ada penerapan acara 
pemeriksaan singkat belum efektif terlaksana karena tidak terlaksananya MoU antar 
lembaga penegak hukum untuk menentukan perkara pidana yang dapat diselesaikan 
dengan acara pemeriksaan singkat yang disebabkan lemahnya koordinasi antar 
lembaganya. Dengan demikian diperlukan adanya sinkronisasi antara Kejaksaan 
dan Pengadilan terkait kriteria perkara apa saja yang sesuai untuk diajukan menjadi 
acara pemeriksaan singkat, karena Pengadilan hanya akan memeriksa perkara 
sesuai dengan apa yang diajukan oleh Kejaksaan. 
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